
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAII/AS

NOMOR I{O TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RTNCIAN DANA DESA

SSTIAP DESA DI IGBUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa dana desa adalah dana yarrg bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan baBi desa yang ditralsfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaaaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyara}at;

bahwa berdasarkal Pasat 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 tentarrg Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan

rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Caia

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa SetiaP

Desa di Kabupaten Musi Rawas Taltun Anggaran

2020.

b.

c.

I
I
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di

Sumatera Selatan (l,€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l€mbararr Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undarg-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik tndonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495)i

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarrg

Pemerintahan Daerah (l,embaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undaag Nomor 20 Tahun 2O19 tentang

Anggaran Pendapatan dan Bela-nja Negara Tahun

2O2O (l€mbaran Negara Republik Indonesia Talun

2ol9 Nomor 198, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta-hun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara RepubUk lndonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peratur:an

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tent€ng Desa (l€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahar l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

)

4.

5.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Irmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentartg

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (I€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan tcmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

l4l /PMK.O7 l2}l9 tenta]lg Pengelolaan Dana Insentif

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2019 Nomor 1 l8O);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

11.

l93lPMK.O7 l2OL8 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik lndonesia Tahlrn 2018 Nomor

1838);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 61 U;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2OO0 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O0o Nomor

18);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Pedoma-n Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Irmbaran Dacrah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2017 Nomor 9);

g_
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Mcnetapkan ;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 20i9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2019 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2O2O.

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengaa:

l- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahal, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belalja Negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan

digunakaa untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyaral€L

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama Lain dibantu perartgkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jurtlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya dkingkat APtsDesa, adalah lencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa'

BAB U

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rilrcian Dana Desa setiap Desa di Kabupatett Musi Rawas

Tahun Angga.ran 2O2O, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokaei kinerja; dan

d. Alokaei Formula.

Pasd 3

Alokasi dasar setiap desa s€bagBimana dimaksud dalan

Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per

kabupaten dibaAi juolah desa'

PBBaI 4

(f) Abkasi Alirmasi sctiap Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 hurul b diberif<an kepada Desa

Terthsgal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki

jr:mlah penduduk misx. tin*gr.

(2) Besaran Atokasi Afirmasi s€tiap Desa sebagafunana

dimaksrrd pade ayat (1) dihitung bcrdasarkan

ketcntuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mcngenai Tata cara Pengalokasian Dana Desa-

Pasal 5

Alokasi kirrcrja sebagaimana dimaksud dqlan Pasaf 2 huruf

c, dibagi lrepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalan

pcngelolaan kcuangan dcsa, pcngclolaan Dana Dcsa'

capaian keluaran (output) Dana Desa, dan cePaian hasil

(outcomc) pembangunan desa.

Mts,rc llllr,rril
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Pasal 6

Fenghitungan atokasi kincrja setiap Dcsa scbagaimana

dimaksud dclarrl Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan

bobot sebagsi berikut:

a. pcngelolsrn keuan8afl desa dengan bobot20o/oi

b. pengelolaan Dana Desa dengan l>obot2@/o;

c. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot

25%; dan

d. capaian hasil (outcome) pcmbangunan desa dengan

bobot 35%.

Pasa1 7

Pengelolsan keuangnn desa sebagaimana pada Pasal 6

huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadaP

total pendapatatr APBDee dan rasio belanja bidang

pembangunan dan pemberdayaan terhadaP bidang

APBD6.

Pengeloaan dana desa sebagaiman pada Pasaf 6 huruf

b dinifai dari persentase kesesuaian bidang

pembengunan dan pemberdayaan scbagai prioritas

dana desa terhadep total dana desa dan trrrsentase

pengada.an barangjasa dana desa secara swakelotra.

Capaian keluaran (output) Dafla Desa sebagainana

pada Pasal 6 huruf c dinilai dari per€entase r€alisasi

angaran dana desa dan persentase caPaian output

dana desa,

Capaian hasil (outcome) pembangunan desa

sebagaimana dalam Pasaf 6 huruf d dinilai dari

trrrubahan skor IDM, Perubahan status desa, status

desa terakhi, dan Perbaikan jumlah penduduk misldn'

(r)

al

(3)

(4)



Pasd 8

Atokaei formul,a scbagaimana dimafseud pada Pasal 2 huruf

d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis

yang bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/ atau lembaga yang menyelenggaral<an urusan

pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Fenghitungan atokasi formula sctiap Dcsa sc@simana

dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan

formula scbagai berikut:

AF Desa = (o,1o * 21) + (o,5o 'z2l + lo,l5 ' 73'1 + 10,25 
*

Z4)) ' AF Kab/Kota

IGterangan:

AFDesa = Alokasi Formula setiap Desa

Zl = rasio jumlah Penduduk sctiap Desa

terhadap total Penduduk Desa KabuPaten

22

Musi Rawas

= rasio junlah penduduk miskin setiap

Desa terhadap total penduduk miskin

Desa Kabupaten Musi Rawas

rasio luas wilayah setiap Desa terhadaP

total luas wilayah Desa l(abupe.ten Musi

Rawas

rasio IKG sctiap Desa terhadap IKG Desa

Kabupaten Musi Rawas

Alokasi Formula Kabupaten Musi RawasAF IGb/Kota -

Fasa! 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di

Kabupaten Musi Ranas Tahun Anggaran 2O2O aebegaimana

tercantum dalam Iampiran I yang merupakaa bagiaa yaag

tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

7A
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(1)
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BAB III

PEI{YALURAN DANA DESA

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa difakukan melalui

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa.

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di

Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan

penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum

Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Tahap I

dilahsanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa

mengcnai APBDes dari KePala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umrrm

Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Talap II

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan

realisasi penyerapaa dan capaian output Dana Dess

tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum

Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Tahap III

dilal(sanakan setelah Bupati menerima Laporan

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa, serta

Laporan konvergensi pencega-han stunting tingkat desa

tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II

secara bersamaar, penyaluran Da-na Desa dari

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum

Deaa sebsgaimana dimaksud pada ayat (1)

ditaksanakan setelah Bupati menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan

ketentuan sebagai berikut:

(4)

(s)

(6)

-f'-- 
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(71

tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa

mengenai APBDes; dan

b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dal capaian

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaial

output Dana Desa sampai dengan tahap Il; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting

tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Laporan realisasi penyerapal dan capaian output Dana

Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), menunjukka-n rata-rata rea-lisasi

penyerap.rn paling kurang sebesar 75olo (tujuh puluh

lima persen) dan rata-rata capaian output

menunjukkan paling kurang sebesar 5oo/o (lima puluh

persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase

capaian output dari seluruh kegiatar.

PenFrsunan laporan realisasi penyeraPan dan capaian

output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat

(6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data

bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume

output, cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dafam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data,

kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data

dengal mengacu pada peraturan yang diterbitka[ oleh

kementerian / lembaga terkait

(8)

(e)



BAB tV

PENGGUNAAN DANA DESA

Passl 12

(1) Dana Deia dhT ioritaskan unhrk Dcmbiayai

' pembangunan dan pemberdayaan masyarakat scsuai

dengan prioritas yang ditetapkan Mentcri Desa'

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigra8i

Nomor 11 Tahun 2Ol9'

(2) Dana DeBa dapat untuk membiayai

kegiatan yang tidak tcrmasuk dalsm Prioritas

pengsuuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setclah mcndapat Fr€ctujuan Bupati'

O (3) Fersetujuan BuPati sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1) diberikan pada eaat evaluasi rancangan peraturan

Desa mengenai APBDesa'

Pasal 13

(f) Fclaksanaan t(egiatan yang dibiayai dari Dana Dcsa

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan

oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana

Desa.

(2) Pclaksanaan kegiiatan yang dibiayai dari Dsna Desa

diutamakan dilakulon secara swakelola dengan

mcnggulukan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih ban5rak menyerap tenaga

kerja dari masyarakat de8a scGmpat'

Pasal 14

(1) Kepals Desa bertanggung jaweb atas penggunaan

Dana Desa.

PeBerintah Dqerah dapat melskukan pendampingan

atas penggtmaan Dana Desa.

Pendamptrgan seba8aimsna dimakud pada ayat (21

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

o

(2)

(s)



BAB V

SANKSI

Pasal 15

(1) Bupati menunda penyalural Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana

dimal<sud dalam Pasal 11 ayat [3), ayat (4) atau

ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD talun anggaran

sebelumaya lebih dari 30% (tiga puluh persen);

dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukal terhadap

penyaluran Dana Desa tahap Il tahun anggaran

berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas

Umum Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum

Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari

jumlah Dana Desa yang akar disalurkan pada tahap II,

penyaluran Dana Desa tahap lI tidak dilakukan'

Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni

tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening

Kas Umum Desa tahun anggaran sebelumnya masih

lebih besar dari 3oolo (tiga puluh persen), penyaluran

Dana Desa yang ditunda sebagaimana dima-ksud pada

ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Darta

Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dar ayat (a)

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa.

Dana Desa yalg tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali

pada tahun anggaran berikutnya.

(4)

(s)

(6)

PARq.F TOORDiNASI
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(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

huruf c disampaikan oleh aparat lrngawaa frmgsional

di daerah dalam hal terdapat Potensi atau telah terjadi

penyimpangan penyaluran dan/atau PengSunaan

Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (7)

disampaikan kepada Bupati dengan tcmbusan kepada

Kepal,a KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa Eebelum batas waku tahapan Pcnyaluran

sebagaLnana dimaksud dalsm Pasal 11.

Pasal 16

(1) Bupati menyalurkan kemboli Dana Dcla yang ditunda

dalam hal:

a. dokumen persryaratan penyaluran sebageimana

dimsksud dalsm Pasal 15 ayat (1) huruf a telah

diterima;

b. sisa Dana Desa di Rekening l(as Umum Desa tahuo

anggaran sebelumnl'a kurang dari atau sama

dengan 3O%; dan

c. tcrdaPat usulan pencabutan r€komendasi

penundaan dari aparat pengawas fungeional

daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagafunena dimaksud Pada ayat (f) huruf a dan

huruf c be angsung sampai dengan bcrakhimya tahun

anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi kc

Relrening Kas Umum Desa dan menjadi sisa Dana

Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening I(gg

Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada IGpala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa.

PAf,,T Td&DIN^SI
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(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lalnbat akhir buian November tahun anggaran

berjala-n dan agar dianggarkan kembali dalam

rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) datam r.rncangErn APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undaagan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan

penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni t€hun

anggaran befalan, bupati/walikota menyampaikan

permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang

betum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa paling lambat minggu ketig bulan Juni tahun

anggaran berjalan.

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan

penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah

sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) tidak dapat

disalurkan kembali.

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pcmotongan pcnyaluran Dana Desa

da-lam hal setelah dikenakan sanksi penundaan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdaPat sisa Dana

Desa di Rekening Kas Umum Desa lebih dari 3O% (tiga

puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran

Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(s)

(6)

17l
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(3) Bupati melaporkan pemotongan Penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kcpala

KPPN sclaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa-

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasd 18

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku

diundanglen.

Aggr setiap

pengundangian

pcnempatkamya

Ra$,as.

orang mengetahui,

Peraturan BuPati

dal"rn Berita Daerah

pada tanggal

aemerintahlGn

ini dengan

lGbupatrn MuBi
o

P Rr.F I(OORDU|AFI

@1116tul0lt I
t. ldtlE lltDttEol L

Diundangkan di Muara Beliti

pada taflggal to 0€rq^rba- 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABt'PATEN MUSI RAWAS,

Ditetapkan di Muara Bcliti

pada tanggal2o @ct!,h,,r 2919

RAWAS,

PAMF trOORDINISI

ITB I 

'IUXUII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAUIAS TASUN 2019 NOMOR .!IO

PRISKODESI

l4


